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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama - Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik
dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina utama Madya (IV/d)
NIP.19670526 199203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) (4)
1. | Meningkat Kualitas Kesinambungan | Indeks Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional 90,50
Daerah Provinsi Daerah
2. | Meningkatnya kualitas perencanaan | Nilai komponen perencanaan 24,30
pembangunan Sulawesi Tengah kinerja pada penilaian SAKIP
yang berdampak untuk mewujudkan | Provinsi Sulawesi Tengah
hasil yang berkesinambungan
3. | Meningkatnya kualitas pengukuran | Nilai komponen pengukuran 21,72
kinerja pembangunan Sulawesi kinerja pada penilaian SAKIP
Tengah yang dimanfaatkan dalam Provinsi Sulawesi Tengah
perbaikan perencanaan
pembangunan daerah
No Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 33.139.317.306 APBD
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Rp. 5.996.698.412 APBD
Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 7.919.118.560 APBD
Perencanan Pembangunan Daerah
Total Anggaran Rp. 47.055.134.278 APBD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PIHAK KEDUA

L4 /

e T

. H.RUSDY MASTURA

Palu, 13 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT

Pembina utama Madya (IV/d)
NIP.19670526 199203 2 006
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SULAWES! TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . DINWAR, SE., M.Ak
Jabatan . Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan . Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
4
Dr. Ir. CHRISTINA NDRA TOBONDO, MT DINWAR, SE., M.Ak
Pembina utama Madya (1V/d) Pembina (IV/a)

NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19741204 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola | Indeks Reformasi Birokrasi 68,50
Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah
Pemerintahan Bidang Perencanaan

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Perangkat 83
perencanaan, Pengukuran, evalausi | Daerah
& pelaporan

2. | Meningkatnya Administrasi Persentase Administrasi 97%
Keuangan Perangkat Daerah yang | Keuangan Perangkat
Berkualitas Daerah

3. | Meningkatnya penyelesaian TLHP BPK dan APIP 60
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan Perangkat Daerah
(TLHP)

4. | Meningkatnya Kualitas Administrasi | Persentase Dokumen 97%
Barang Milik Daerah Pada Administrasi Barang Milik
Perangkat Daerah Daerah Pada Perangkat

Daerah yang Sesuai
Ketentuan

5. | Meningkatnya Profesionalisme ASN | Indeks Profesional ASN 60 Indeks
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

6. | Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Pelayanan Publik 2,7 Indeks
publik perangkat daerah (IPP) Perangkat Daerah

7. | Meningkatnya Kualitas Reformasi Indeks Reformasi Hukum 60 Indeks
Hukum Perangkat Daerah Perangkat Daerah

8. | Terwujudnya penerapan SPBE Indeks SPBE Perangkat 2,7 Indeks
Perangkat Daerah Daerah

9. | Meningkatnya pemanfaatan layanan | Indeks Tata Kelola PBJ 60 Indeks
pengadaan barang & Jasa secara Perangkat Daerah
elektronik Perangkat Daerah

10. | Meningkatnya pengawasan Tingkat Digitalisasi Arsip 62
kearsipan internal perangkat daerah | Perangkat Daerah

11. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 97%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sesuai Ketentuan




No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Tersusunnya Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Rencana | 1 Dokumen
Kerja Perangkat Daerah Kerja Perangkat Daerah
2. | Tersusunnya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Rencana Kerja Perangkat Daerah | Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah
3. | Tersusunya Dokumen Peta Proses | Jumlah Dokumen Peta 1 Dokumen
Bisnis PD Proses Bisnis PD
4. | Tersusunnya Kerangka Acuan Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Kinerja PD Kerangka Acuan Kinerja
PD
5. | Tersusunnya Dokumen Perjanjian | Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Kinerja PD Perjanjian Kinerja PD
6. | Tersusunnya Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA- 1 Dokumen
SKPD SKPD
7. | Tersusunnya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen 1 Dokumen
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
8. | Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- 1 Dokumen
SKPD
9. Tersusunnya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen 1 Dokumen
DPA- SKPD Perubahan DPA-SKPD
10. | Tersusunnya Dokumen Capaian Jumlah Dokumen Capaian 4 Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan lkhtisar
Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
11. | Tersusunnya Dokumen LK]IP Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
12. | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Pelaksanaan SPIP Perangkat Pelaksanaan SPIP
Daerah Perangkat Daerah
13. | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Pelaksanaan SAKIP Perangkat Pelaksanaan SAKIP
Daerah Perangkat Daerah
Program Anggaran Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 33.139.317.306,- APBD

Daerah Provinsi




Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Rp. 1.812.715.075,- APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Rp. 18.905.190.605,- APBD
Daerah

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Rp. 173.163.250.,- APBD
Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Rp. 1.002.202.970,- APBD
Daerah

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 1.002.202.970,- APBD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Rp. 2.529.525.646,- APBD
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp. 2.190.814.500,- APBD
Pemerintahan Daerah

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. 2.121.507.204,- APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Perencanaan, Penganggaran dan

A Keteran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah g il
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp. 403.597.500,- APBD
Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rp. 73.649.850,- APBD
RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Rp. 435.379.775,- APBD
Capaian Kinerja dan |khtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 900.087.950,- APBD

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. CHRISTINA SAANDRA TOBONDO, MT DINWAR, SE., M.Ak
Pembina utama Madya (IV/d) Pembina (IV/a)
NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19741204 200212 1 003




PERNJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIVAN BURASE, SP., M.Si

Jabatan . Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . Dr.Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan . Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

~ PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
| p
Dr. Ir. CHRISTINA SBANDRA TOBONDO, MT MOH. RIVAN BURASE, SP., M.Si
- ‘Pembina utama Madya (1V/d) Pembina (IV/a)

NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19720923 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya kualitas keselarasan | Persentase keselarasan 75%
dan kesesuaian rencana dan kesesuaian rencana
pembangunan daerah pembangunan daerah
sesuai dengan standar
IPPN/D
2. | Perencanaan Pembangunan Persentase Dokumen 75%
Daerah Berdampak pada Perencanaan
Peningkatan Kinerja Pemerintah Pembangunan Daerah yang
Daerah Berdampak pada
Peningkatan Kinerja
Pemerintah Daerah
3. | Pengukuran Kinerja dimanfaatkan | Persentase Hasil 75%
dalam perbaikan perencanaan Pengukuran Kinerja yang
Pembangunan Daerah Dimanfaatkan dalam
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Daerah Provinsi Pembangunan Daerah
Provinsi yang sesuai
Ketentuan
2. | Meningkatnya kualitas Persentase kualitas 75%
perencanaan dan pendanaan perencanaan dan
daerah provinsi pendanaan daerah provinsi
sesuai ketentuan
3. | Meningkatnya Kualitas Analisis Persentase Dokumen 75%
Data dan Informasi Daerah Analisis Data dan Informasi
Provinsi Daerah Provinsi yang
sesuai Ketentuan
4. | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Dokumen 75%
Analisis Data dan Informasi Analisis Data dan Informasi
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
yang sesuai Ketentuan
5. | Meningkatnya Implementasi Persentase Dokumen 75%

Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang Pembangunan
Daerah

Perencanaan Sistem
Informasi Pemerintahan




No

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Daerah Bidang
Pembangunan Daerah
6. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Pengukuran Kinerja Pembangunan | Pengukuran Kinerja
Pemerintah Daerah Provinsi Pembangunan Daerah
Provinsi yang sesuai
Ketentuan
Program Anggaran Keterangan
1. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rp. 5.996.698.412,- APBD
Pembangunan Daerah
Kegiatan Anggaran Keterangan
1.  Penyusunan Perencanaan dan Rp. 3.736.395.338,- APBD
Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Rp. 821,985,249,- APBD
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 1.212.296.825,- APBD
Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah
4. Implementasi Sistem Informasi Rp. 226.021.000,- APBD

Dr. Ir. CHRISTINA S

Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah

__PIHAK KEDUA

4

RA TOBONDO, MT

Pembina utama Madya (IV/d)
NIP. 19670526 199203 2 006

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK RERTAMA
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'

A

MOH. RIVAN BURASE, SP.. M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19720923 200212 1 009
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SULAWES! TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Dr.IRWAN, S.Pd., M.Si

Jabatan :  Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan : Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

_——PIHAK KEDUA PIHAK PERTA

ANDRA TOBONDO, MT Dr. IRWAN, S.Pd., M.Si
itama Madya (IV/d) Pembina Tingkat | (1V/b)
NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19720802 200012 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Pemerintahan dan | Perencanaan Perangkat Daerah
Pembangunan Manusia Berdampak | Lingkup Bidang Pemerintahan
pada Peningkatan Kinerja dan Pembangunan Manusia
Perangkat Daerah yang Berdampak pada
Peningkatan Kinerja Perangkat
Daerah
2. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Pemerintahan dan | Perencanaan Perangkat
Pembangunan Manusia Berdampak | Daerah Lingkup Bidang
pada Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan
Perangkat Daerah Pembangunan Manusia yang
Berdampak pada Peningkatan
Kinerja Perangkat Daerah
3. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Perangkat
Pembangunan Manusia Berdampak | Daerah Lingkup Bidang
pada Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan
Perangkat Daerah Pembangunan Manusia yang
Berdampak pada Peningkatan
Kinerja Perangkat Daerah
4. | Pengukuran Kinerja dimanfaatkan Tingkat pemanfaatan hasil 75%
dalam perbaikan perencanaan pengukuran kinerja dalam
kinerja Perangkat Daerah Lingkup Dokumen perencanaan
Bidang Pemerintahan dan perangkat daerah Lingkup
Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Pemerintahan
Pemerintahan dan Pembangunan | dan Pembangunan Manusia
Manusia yang sesuai ketentuan
2. | Meningkatnya Keselarasan Persentase Keselarasan 75%
Perencanaan Pembangunan Pusat | Perencanaan Pembangunan
dan Provinsi Bidang Pemerintahan | Pusat dan Provinsi Bidang
dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
3. | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Dokumen 75%

Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Bidang

Perencanan Pembangunan
Daerah Kab/Kota Bidang




No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Pemerintahan dan Pembangunan | Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Manusia yang
sesuai ketentuan
4. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Pengukuran KinerjaPembangunan | Pengukuran Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan | Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Manusia yang
sesuai ketentuan
Program Anggaran Keterangan
1.  Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 7.919.118.560,- APBD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Rp 3.033.464.300,- APBD

Dr. Ir. CHRISTINA §

Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

_PIHAK KEDUA

DRA TOBONDO, MT

Palu, 15 Februari

PIHAK PERTAMA

Dr. IRWAN, S.Pd., M.Si

Pembina #tama Madya (1V/d)
NIP. 19670526 199203 2 006

Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19720802 200012 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . AHFAN, SE., M.Si
Jabatan . Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama  Dr.Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan :  Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

___PIHAK KEDUA PIHAK/ PERTAMA

Dr. Ir. CHRISTINA <ANDRA TOBONDO, MT AHFAN, SE.,

Pembina utama Madya (IV/d) Pembina (IV/a)
NIP.-19670526 199203 2 006 NIP. 19700106 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Perekonomian & Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Daya Alam Berdampak Lingkup Bidang Perekonomian
pada Peningkatan Kinerja & Sumber Daya Alam yang
Perangkat Daerah Berdampak pada Peningkatan
Kinerja Perangkat Daerah
2. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Perekonomian & Perencanaan Perangkat
Sumber Daya Alam Berdampak Daerah Lingkup Bidang
pada Peningkatan Kinerja Perekonomian & Sumber Daya
Perangkat Daerah Alam yang Berdampak pada
Peningkatan Kinerja Perangkat
Daerah
3. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Perekonomian & Perencanaan Perangkat
Sumber Daya Alam Berdampak Daerah Lingkup Bidang
pada Peningkatan Kinerja Perekonomian & Sumber Daya
Perangkat Daerah Alam yang Berdampak pada
Peningkatan Kinerja Perangkat
Daerah
4. | Pengukuran Kinerja dimanfaatkan Tingkat pemanfaatan hasil 75%
dalam perbaikan perencanaan pengukuran kinerja dalam
kinerja Perangkat Daerah Lingkup Dokumen perencanaan
Bidang Perekonomian dan Sumber | perangkat daerah Lingkup
Daya Alam Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Perekonomian
Perekonomian & Sumber Daya & Sumber Daya Alam yang
Alam sesuai ketentuan
2. | Meningkatnya Keselarasan Persentase Keselarasan 75%
Perencanaan Pembangunan Pusat | Perencanaan Pembangunan
dan Provinsi Bidang Perekonomian | Pusat dan Provinsi Bidang
& Sumber Daya Alam Perekonomian & Sumber Daya
Alam
3. | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Dokumen 75%

Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Bidang
Perekonomian & Sumber Daya
Alam

Perencanan Pembangunan
Daerah Kab/Kota Bidang
Perekonomian & Sumber Daya
Alam yang sesuai ketentuan




No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
4. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Pengukuran KinerjaPembangunan | Pengukuran Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya | Perekonomian Dan Sumber
Alam Daya Alam yang sesuai
ketentuan
Program Anggaran Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 7.919.118.560,- APBD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Koordinasi Pereencanaan Bidang Rp. 3.134.550.410,- APBD

Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

~PIHAK KEDUA

Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina utama Madya (IV/d)
NIP. 19670526 199203 2 006

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK HERTAMA

AHFAN, SE., M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700106 200212 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  SUBHAN BASIR, ST, MProjMgmt
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr.Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Jabatan : Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

- PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. CHRISTINA

Pembina ufama Madya (IV/d)
NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19760219 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Perangkat Daerah
Kewilayahan Berdampak pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan
Peningkatan Kinerja Perangkat Kewilayahan yang Berdampak
Daerah pada Peningkatan Kinerja
Perangkat Daerah
2. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Perangkat
Kewilayahan Berdampak pada Daerah Lingkup Bidang
Peningkatan Kinerja Perangkat Infrastruktur dan Kewilayahan
Daerah yang Berdampak pada
Peningkatan Kinerja Perangkat
Daerah
3. | Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Dokumen 75%
Lingkup Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Perangkat
Kewilayahan Berdampak pada Daerah Lingkup Bidang
Peningkatan Kinerja Perangkat Infrastruktur dan Kewilayahan
Daerah yang Berdampak pada
Peningkatan Kinerja Perangkat
Daerah
4. | Pengukuran Kinerja dimanfaatkan Tingkat pemanfaatan hasil 75%
dalam perbaikan perencanaan pengukuran kinerja dalam
kinerja Perangkat Daerah Lingkup Dokumen perencanaan
Bidang Infrastruktur dan perangkat daerah Lingkup
Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Bidang
Bidang Infrastruktur dan Infrastruktur dan Kewilayahan
Kewilayahan yang sesuai ketentuan
2. | Meningkatnya Keselarasan Persentase Keselarasan 75%
Perencanaan Pembangunan Pusat | Perencanaan Pembangunan
dan Provinsi Bidang Bidang Pusat dan Provinsi Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
3. | Meningkatnya Kualitas Pembinaan | Persentase Dokumen 75%

Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Bidang
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

Perencanan Pembangunan
Daerah Kab/Kota Bidang
Bidang Infrastruktur dan




No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Kewilayahan yang sesuai
ketentuan

4. | Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 75%
Pengukuran KinerjaPembangunan | Pengukuran Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lingkup Bidang | Lingkup Bidang Bidang Bidang

Bidang Infrastruktur dan Infrastruktur dan Kewilayahan
Kewilayahan yang sesuai ketentuan
Program Anggaran Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Rp. 7.919.118.560,- APBD

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Rp. 1.751.103.850 APBD
Infrastruktur dan Kewilayahan

Palu, 15 Februari 2024

—.PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. CHRISTINA DRA TOBONDO, MT
Pembina utdama Madya (IV/d)
NIP. 19670526 199203 2 006 NIP. 19760219 200112 1 004




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . RIA SARI FATTAH, SP
Jabatan :  Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BAPPEDA Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . DINWAR, SE., M.Ak
Jabatan . Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DINWAR, SE., M.Ak RIA SARI FATTAH, SP
Pembina (IV/a) Penata Tingkat [ (Ill/d)

NIP. 19741204 200212 1 003 NIP. 19700721 200012 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Terwujudnya Administrasi Persentase Administrasi 97 %
Keuangan Perangkat Daerah yang | Keuangan Perangkat Daerah
Berkualitas

1. | Terdistribusinya Gaji dan Persentase ASN yang 100%
Tunjangan ASN Terdistribusi Gaji dan Tunjangan

2. | Tersedianya Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 12

Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN

3. | Terlaksananya Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan 1
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD Laporan
SKPD

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya penyelesaian TLHP BPK dan APIP Perangkat 60
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan Daerah
(TLHP)

1. | Tersusunnya Dokumen Tanggapan | Jumlah Dokumen Bahan 1
Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan Dokumen
Tindak Lanjut Pemeriksaan

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Terwujudnya Administrasi Barang | Persentase Administrasi Barang 97%
Milik Daerah Pada Perangkat Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah yang Berkualitas Daerah yang Sesuai Ketentuan

1. | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Rekonsiliasi 3
Rekonsiliasi dan Penyusunan dan Laporan Barang Milik Dokumen

Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

Daerah pada SKPD




Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Rp. 18.905.190.605,- APBD
Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Rp. 173.163.250,- APBD

Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Anggaran Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 17.038.501.455,- APBD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Rp. 1.473.150.000,- APBD
Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Rp. 230.655.550,- APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Rp. 162.883.600,- APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Anggaran Keterangan
1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Rp. 173.163.250,- APBD

Barang Milik Daerah pada SKPD

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DINWAR, SE., M.Ak RIA SARI FATTAH, SP
Pembina (IV/a) Penata Tingkat | (lll/d)

NIP. 19741204 200212 1 003 NIP. 19700721 200012 2 007



SULAWES! TENGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILY S.M. REMBET, SP, M.Si
Jabatan . Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . DINWAR, SE., M.Ak
Jabatan . Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

DINWAR, SE., M.Ak LILY S.M. RENBET, SP , M.Si
Pembina (IV/a) Penata Tingkat [ (l1l/d)
NIP. 19741204 200212 1 003 NIP. 19740614 200701 2 015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Profesionalisme Indeks Profesional ASN 60 Indeks
ASN Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1. | Tersedianya Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan 1 Unit
Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin

Pegawai yang Tersedia

2. | Tersedianya Paket Pakaian Dinas | Jumlah paket pakaian 200 Paket
beserta atribut dinas beserta atribut

kelengkapan

3. | Tertanganinya permohonan Jumlah dokumen 1 Dokumen
layanan kepegawaian pendataan dan

pengolahan administrasi
kepegawaian
4. | Terukurnya Kinerja ASN Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Monitoring, Evaluasi Dan
Penilaian Kinerja Pegawai

5. | Terlatihnya ASN Mengenai Tugas | Persentase ASN yang 4 Orang

dan Fungsi Mendapatkan Pelatihan
Mengenai Tugas dan
Fungsi
6. | Tersosialisasikannya Peraturan Persentase Pegawai yang 100%
Perundang-Undangan Mendapatkan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
7. | Terlatihnya ASN Mengenai Persentase ASN yang 100%

Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlatih Mengenai
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan




No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Pelayanan Publik 2,7 Indeks
publik perangkat daerah (IPP) Perangkat Daerah

1. | Terlaksananya Kordinasi Dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Pelaksanaan Sistem Kepegawaian | Koordinasi Pelaksanaan
Sistem Kepegawaian

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas Reformasi Indeks Reformasi Hukum 60 Indeks
Hukum Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1. | Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1 Paket
Listrik /Penerangan Bangunan Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
2. | Tersedianya Paket Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan 1 Paket
Perlengkapan Kantor yang dan Perlengkapan Kantor
Disediakan yang Disediakan
3. | Terpenuhinya Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket
Rumah Tangga RumahTangga yang
Disediakan
4. | Tersedianya Paket Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan 1 Paket
Kantor Logistik Kantor yang
yang Disediakan Disediakan
5. | Tersusunnya Paket Barang Jumlah Paket Barang 1 Paket
Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan
Disediakan Penggandaan yang
Disediakan
6. | Tertetapkannya produk hukum Persentase produk hukum 100%
perangkat daerah perangkat daerah yang
ditetapkan
7. | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan

Kunjungan
Tamu

Kunjungan
Tamu




No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Pelayanan Publik 2,7 Indeks
publik perangkat daerah (IPP) Perangkat Daerah

1. | Terlaksananya Kordinasi Dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Pelaksanaan Sistem Kepegawaian | Koordinasi Pelaksanaan
Sistem Kepegawaian

No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas Reformasi | Indeks Reformasi Hukum 60 Indeks
Hukum Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1. | Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 1 Paket
Listrik /Penerangan Bangunan Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
2. | Tersedianya Paket Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan 1 Paket
Perlengkapan Kantor yang dan Perlengkapan Kantor
Disediakan yang Disediakan
3. | Terpenuhinya Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan 1 Paket
Rumah Tangga RumahTangga yang
Disediakan
4. | Tersedianya Paket Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan 1 Paket
Kantor Logistik Kantor yang
yang Disediakan Disediakan
5. | Tersusunnya Paket Barang Jumlah Paket Barang 1 Paket
Cetakan dan Penggandaan yang Cetakan dan
Disediakan Penggandaan yang
Disediakan
6. | Tertetapkannya produk hukum Persentase produk hukum 1 Dokumen
perangkat daerah perangkat daerah yang
ditetapkan
7. | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan

Kunjungan
Tamu

Kunjungan
Tamu




No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
8. | Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Penyelenggaraan
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Terwujudnya penerapan SPBE Indeks SPBE Perangkat 2,7 Indeks
Perangkat Daerah Daerah
1. | Tersedianya Pengadaan Sistim Jumlah Pengadaan Sistim 1 Dokumen
Aplikasi berbasis elektronik
No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya pemanfaatan Indeks Tata Kelola PBJ 60 Indeks
layanan pengadaan barang & Jasa | Perangkat Daerah
secara elektronik Perangkat
Daerah
1. | Tersedianya Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 5 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan | Perorangan Dinas atau
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
2. | Tersedianya Paket Mebel Jumlah Paket Mebel yang 20 Paket
Disediakan
3. | Tersedianya Unit Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung 1 unit
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
4. | Tersedianya Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit
Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan
5. | Tersedianya Unit Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit

Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau




No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya pengawasan Tingkat Digitalisasi Arsip 62
kearsipan internal perangkat Perangkat Daerah
daerah
1. | Tersusunnya Laporan Penyediaan | Jumlah Laporan 5 Unit
Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2. | Tersusunnya Laporan Penyediaan | Jumlah Laporan 20 Paket
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | Penyediaan Jasa
dan Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
3. | Tersusunnya Laporan Penyediaan | Jumlah Laporan 1 unit
Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Penyediaan Jasa
Kantor yang Disediakan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
4. | Tersusunnya Laporan Penyediaan | Jumlah Laporan 1 Unit
Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
yang Disediakan Pelayanan Umum Kantor
yang disediakan
No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Kualitas Persentase Dokumen 97%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Sesuai Ketentuan
1. | Terpenuhinya Kendaraan Jumlah Kendaraan 105 Unit

Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang

Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan




No | Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Dipelihara dan Dibayarkan
Pajaknya

yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya

2. | Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

10 Unit

3. | Terlaksananya Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit

Kegiatan

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Pengadaan Barang Milik Daerah

Anggaran

Rp. 1.002.202.970,-

Rp. 4.404.198.056,-

Rp. 2.529.525.646,-

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

3. Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Rp. 2.190.814.500,-

Rp. 2.121.507.204 -

Anggaran

Rp. 32.100.000,-

Rp. 496.903.970,-

Rp. 27.100.000,-

Keterangan

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Keterangan

APBD

APBD

APBD




Administrasi Kepegawaian Perangkat

4.

Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Anggaran

22.699.000.-

23.500.000.-

4.000.000,-

153.000.000,-

242.900.000,-

Anggaran

72,834,636,-

417.082.750,-

650.356.220,-
949.877.000,-

456.621.450,-

749.800.000,-

52,736,000,-

804.890.000,-

250.000.000,-

Keterangan

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Keterangan

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD



Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggeren o i
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Rp. 717.280.000,- APBD
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel Rp. 866.749.250,- APBD
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Rp. 199.079.778,- APBD
Bangunan Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp. 560.593.283,- APBD
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp. 185.823.335,- APBD
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah AnggG amEangan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 30.750.000,- APBD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rp. 820.088.500,- APBD
Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Rp.  49.620.000,- APBD
Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rp. 1.290.356.000,- APBD
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Anggaran Keterangan
Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Rp. 988.000.000,- APBD
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 266.000.000,- APBD

Lainnya



Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

PIHAK KEDUA

DINWAR, SE., M.Ak
Pembina (IV/a)
NIP. 19741204 200212 1 003

Anggaran Keterangan

Rp. 867.507.204,- APBD

Palu, 15 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

LILY S.M. RE
Penata Tfngkat | (1ll/d)
NIP. 19740614 200701 2 015
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